
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NoMoR Lo TAHUN 'l.o7o

Menimbang

Mengingat

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARO TAHUN 2A2A-2A25

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

ModalNomorgTahua2ol2tentangPedoman
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa RUPMK disusun

oleh perangkat daerah kabupatenlkota yang

membidangi urusan penanarlan modal dan

ditetaPkan oleh BuPati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangall sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal

KabuPaten Karo Tahun 2O2A;

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO7 tentang

Penanaman Modal (l'embaran Negara Republik

Indonesia NOmOr 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a72al;

3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teatang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan undang-

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AW tentang

Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan {l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2al4 Nomor 244, tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorssST}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23

Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepublikInd.onesiaTahun2ol5Nomor58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2al2 tentang

RencanaUmumPenanamanModal{LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2CI12 Nomor 42);

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Republik Indonesia Nomor I Tahun 2Al2

tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum
RUPMFrovinsi danPenanaman Modal

Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2ol5tentangPembentukanProdukHukumDaerah
(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun20lsNomor
2036}sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

HukumDaerah{BeritaNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor OS Tahun

2A16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Karo (l,embaran Daerah Kabupa'ten Karo

Tahun 2a16 Nomor 05, Tambahan I,embararr Daerah

Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:..'



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM

PENANAMANMODALKABUPATENKAROTAHUN2a2o-
2A25.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yaag dimaksud d'engan :

1. Daerah adalah KabuPaten Karo'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.
3. Bupati adalah BuPati Karo'

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu yarlig selanjutnya disebut

DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Karo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pertzina:r- Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat

Kepala Dinas PMPPTSP adalah Kepala Dinas

KabuPaten Karo.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah

KabuPaten Karo
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam mod'al, baik oieh penanam modal dalam

negeri maupul:' penanamall modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia.
g. visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan'
g. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi'

10" Rencana umum Penanaman Modal Kabupaten Karo

yang selanjutnya disetrut RUPMK adalah dokumen

perencanaan penanafilan modal yang disusun dan

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai

denganRencanaUmumPenanamanModalProvinsi
dan prioritas pengembangar potensi daerah'

BAB II ...



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEI'IYUSUNAN RUPMK

Pasal 2

{1) Maksud Penyusunan RUPMK Tahun 2020-2025

untuk memberikan arah penyelenggaraall

penallaman modal dan pelaksanaan penanaman

modal sebagai penjabaran dari perencanaan

pemerintah dan aspirasi masyarakat Kabupaten Karo

guna meningkatkan peaanamafl modal dan

kesej ahteraan kepada masyarakat.

(2) Tujuan Penyusunan RUPMK Tahun 2A2A-2A25

untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam

waktu sampai dengan Tahun 2a25 dan dalam rangka

kelanjutan penanaman modal jangka panjang'

sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita

masyarakat KabuPaten Karo

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KABUPATEN KARO
Pasal 3

{1} Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK

Tahun 2O2O-2O25.

{2} Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam

ayat {1} disusun sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. asas dan tujuan;
c. visi dan misi;
d. arah kebijakan penalHrrran modal, YilLS terdiri

dari:
1. peningkatan iklim penarLaman modal;

2. persebaran Penananrlan modal;
3. fokus pengemban"gall pangall, infrastruktur,

energi dan Pariwisata;
4. penanalnan modal yang berwawasan

lingkungan {green inu e stment) ;
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah

dan koPerasi;
6. pemberian kemudahan dan/atau insentif

penanaman modal; dan
7. promosi dan kerjasarra penanarnan modal'

e. tahapan pelaksanaan RUPMK, yang terdiri dari:

1. tahap pengembangao penanarnan modal yang

relatif mudah dan cepat menghasilkan;
2. tahap percepatan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan pariwisata;

3. tahap pengembangan industri skala kecil dan

mellengah; dan
4. tahaPan...



+. tahap pengembangan ekonomi berbasis

pengetahuan fkno wledge based economg)'

f. pelaksanaan.

{3) RUPMK sebagaimana d"imaksud pada ayat (1} dan

ayat {2} tercantum dalam l,ampiran yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas PMPPTSP melaksanakan pemantauan

terhadap penyusunan kebijakan penanarrran modal

kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penana{lan

modal di daerah.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah

Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau
insentif pellanaman modal danlatau pengusulan

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

Terbuka d.engan Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pemberian kemudahan das/xau insentif

sgfoagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada

arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau
insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf d angka 6.

Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat

tU mengacu kepada aratr kebijakan Bupati dalam

pengaturan persaingan usaha dan pengembangarL

penanaman modal di KabuPaten'
Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara

Kepala Dinas PMPPTSP dengan

Organisasi Perangkat Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

{a) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu}

{dua} tahun.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {5}

disampaikan kePada BuPati-

{1)

{2t

{41

(s)

t3)

berkala oleh
melibatkan

Pasal 5 ayat
kali dalam 2

BAB IV...



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturaa Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo'

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal d? rrr[6T 92'7P

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 0'2. rlat^6'i %la

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAM RKELIN PURBA

BERI DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN .J.9... NOMOR ..Lo.L"



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Es4 atas

rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rancangan Draft Perbup

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPltil) dapat diselesaikan dengan baik

Rancangan Draft Perbup RUPM merupakan salah satu produk yang harus

dipenuhi oleh konsultan dalam proses pelaksanaan pekerjaafi "Rencana Umum

Penanaman Modal Kabupaten Karo1 Rancangan Draft Perbup RUPM

bertuiuan menguraikan tentang Pendahuluan, Azas dan Tujuan, Visi dan Misi

Dasar Penanaman Modal Kabupaten Karo, Arah Kebijakan Penanaman Modal

Kabupaten Karo, Peta Panduan {Road Map) Implernentasi RUPMK, serta

pelaksana sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu TDPMPZTSP)

Kabupaten Karo sebagai pengguna jasa.

Kami selaku pelaksana pekerjaan mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Draft Perbup

RUPM ini. Selanjutnya kami tetap mengharapkan bantuan dan kerja sama dari

semua pihak sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan

mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Medan, z0L9

Tim Penyusun

f; t l{ CAill *,", iAll M f f il At'l4fiil A t'l i4 O$ A t
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LIIMPIRAN
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHUTUAN

1.1 Latar Belakang ...................I-1

L.Z Maksud, Tuiuan dan Sasaran......,.....,. .....,...........I-3

1.3 Ruang tingkup Kegiatan ....................I-4

L.4 Kaiian dalam Ruang Lingkup Kegiatan ............I-4
1.5 Dasar Hukum.... ..................I-9

L.6 Alur Kerangka Berpikir.. ...................I-10

BAB II ASAS DAN TUJUAN

2.L Asas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu
Satu Pintu ...,.....11-Z

2.?, Tujuan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu ...,.....\l-Z

BAB III VISI DAN MISI DASAR PENANAMAH MODAT KABUPATEN KARO

3.1 Yisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Kabupaten Karo Tahun ?OLg - Z0?,5 ...............Iil-5

3.2 Misi Dinas Penanaman Modal dan Felayanan Perizinan Satu Pintu
Kabupaten Karo Tahun 2019 -2025 ..............III-6

BAB IVABAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAT KABUPATEN KARO

4.L Arah Kebiiakan Penanaman Modal. ................IV-1

4.?, Arah Kebiiakan Penanaman Modal Kabupaten Karo...,.................. ry-U

BAB V PETA PANDUAN {R$ADTVIAPJ IMPLEMENTASI RUPMK
5.1 Prinsip dan Acuan ............V-1

5.2 Tahapan Pelaksanaan RUPMK .,......V-z

BAB VI PEIIIKSANAAN
6.1 Pelaksanaan............. ......".. VI-l

TAMPIRAN TABEI DOKUMEN NASKAH AKADEMIK
IJTMPIRAN 1 : Peta Panduan {Raad Map) Implementasi Kabupateil Karo
LAMPIRAN 2 : Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang

Strategis dan yang Cepat Menghasilkan
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1.1 LITTAR BETJIKANG

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan

nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" Secara umum,

perencanaan pembangunan cli Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman

dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi perencanaan sektor

dan spasial. Selanjutnya Perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dalam sektor ekonomi, maka

kehijakan penanalnan modal merupakan salah satu aspek penting yang harus

diarahkan secara baik, sehingga .lapat menciptakan daya saing perekonomian

nasional yang mendorang integrasi perekonomian Indonesia menuiu ekonomi

global. Dalam hubungannya dengan arah dan kebiiakan pembangunan khusus

dalam bidang ekcnomi, maka Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan

salah satu rnisi pembangunan dalam upaya pembangunan eksnomi yakni

memberdayakan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Kelampok [lsaha

Bersama yang bertumpu pada potensi diri dan teknr:logi tepat guna.

Pexrberdayaan dan penguatan kapasitas lembaga ekonami berbasis

rnasyarakat ini diharapkan dapat terintegrasi secara baik dengan keLreradaan

lembaga ekonomi lainnya, sehingga dari keterpaduan ini dapat rnendarong

tumbuhnya iklim ekoncrni yang lebih sehat, yang pada akhirnya dapat

membawa pengaruh yang baik bagi bertumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonami

yang lebih variatif. Dengan semakin beraneka ragamnya aktivitas ekonomi yang

berlangsung dalam wilayah suatu daerah, tentunya akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi maupun nilai investasi di daerah yang dimaksud'

Peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus

dipikirkan keberkelanjutan sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif

merupakan suatu hal mutlak yang harus riiatur dan ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah. Untuk rnenciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus

mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan

komparatif menjadi keunggulan kompetitif, maka Femerintah memerlukan arah

perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang, dimana arah

IruC,&r-lA llAuM []'lA&:&JUlAN Sl]&l
1(&*Ur&?*N (ess i&ll ui'l :$'l ?"?0?$ I-1
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kebijakan tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Reucana Umum

Penanaman Modal IRUPMJ.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun ?025 yang

berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh

kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal, agar tidak

terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas dari sekt*r-sekrsr yang akan

dipromosikan. Dengan adanya perencanaan yang baik akan memudahkan

pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien dan efektif. Adapun

kebijakan penanaman modal antara lain yaitu :

L. Perbaikan iklim Penanaman madal;

2. Persebaran penanaman modal;

3. Fokus pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur,

pariwisata, energi, perikanan, dan kelautan;

4" Penanaman modal yang berwawasan lingkungan {Green Investmenfl;

5. Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

[UMKMKJ;

6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;

7. Prcmosi penanaman modal"

Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 ftuiuhJ elemen utama

diatas merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam

rangka mencapai visi penanaman modal nasional, antara lain yaitu "Penanaman

Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri,

Maiu dan Sejahtera". Peta Panduan {RoadmapJ Implementasi Rencana Umum

penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 fempati fase, yakni:

[1"J Fase I Pengemtrangan penanaman modal yang relatif mudah dan

cepat menghasilkan {Quickwins and Low H*ngixg Fruits};

{2J Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;

[3) Fase III Pengembangan industri trerskala besar;

[4J Fase IY Pengembangan ekanomi berbasis pengetahuan

{lm owt e dg e'h a s e d e c au omY} .

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong

peningkatan penanaman madal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur

perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman

Medal Provinsi IRUPMPJ dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten /

INCAF}A Nlt{JM T$&}IAIdAN SSAt
1{ASrJ9&TfN IAe* IAI{U$'l ?0] 9-ts2s t-2
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rotu lat.lrMKJ. RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah pravinsi

dan kabupaten / kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristikyang

dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebiiakan

penanaman modai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah'

Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karo c"q Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo

pada Tahun Anggaran ?.A19 ini akan melaksanakan kegiatan Penyusunan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMJ di Katrupaten Kara.

I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dan tujgan dari kegiatan lasa ksnsultansi Penyus*nan Rencana

Umum penanaman Modal IRUPM] cli Kabupaten Karo ini adalah agar tersedia

dokumen RUPM yang menjadi acuan pembangunan bidang penanaman modal bagi

peirangku kepentingan di Kabupaten Karo.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal TRUPMJ di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

ai Disusunnya RUPM KabuPaten Karo;

b] Dimanfaatkannya RUPM Kabupaten Karo dalam menyusun Rencana

Strategis [Renstral Satuan Keria Perangkat Daerah ISKPDJ Dinas

Penanaman Madal dan PPTSP Katrupaten Karc;

cJ Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanarnan modal {RUPM

Nasional - RUPM Proyinsi Sumatera Utara - RUPM - Kabupat*n Karo,

Renstra Kementerian f Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah

Provinsi - SKFD Pemerintah Daerah Kabupaten KaroJ'

1.3 RUANG TINGKUP KEGIATAN

Kegiatan PenYusunan Rencana Umum

Kabupaten Karo berada dalam lingkup wilayah

Provinsi Sumatera Utara.

Penanaman Modal {RUPMJ

arlminrstrasi KabuPaten Karc,

1.4 KAJIAN DATAM RUAHG TINGKUP KXGIATAN

Ruang lingkup Fenyusunan Rencana Umum Penanaman Madal {RUPM)

Kabupaten Karo ini meliputi kajian kualitatif dan kuantitatif. Ruang lingkup

dalam RUpM Kabupaten Karo ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

iRUFI,IJ, yaitu :

f{.iC,&}}& fi,lUli,{ fNf{tr-rg}\*A${ *mA;"
(ASUr&rIN riAfl0 TAiiurd ?il]9-?s]s I-3
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t }vieiaksanakan koardi*asi, mengumpuikan data/informasi da* kcns*ltasi

dengan *PD I instansi terkait,

z. Melaksanakan irlentiflkasi patensi daya saing dan pctensi pengemLrangan

psnaiia*1an madal Kabupaten Karc'

3. Pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebiiakan penanaman modal

Kabupaten Karo.

4. Fembahasan terkait dengan roadmap {peta panduan] dari impiementasi

RUPM Kabupaten Karo, yang berisikan fakus pengembangall penanaman

moclal dan prioritas sektor yang cliunggulkan daerah baik dalam jangka

pendek {?a:rg - 2020i, jangka menengah [2020 - 2022], dan jangka paniang

t20?3 - z02s).

5. Pembahasan terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis dan

cepat menghasilkan.

6. Sistematika penulisan Naskah Rencana Umum Penanaman Modal {RUPMJ

mengacu kepada Peraturan Kepala Badau Koordinasi Penanaman

Modal Republik Indoresia Nomor 9 Tahun 2,AL7.

sementara itu, tahap pengeriaan Pembuatan Rencana umurn

Penananaman Modal Kabupaten Karo ini terdiri dari :

1. Persiapan dan Survei Pendahuluan

Meliputi persiapan dasar dan persiapan teknis pada tahap awal

pelaksanaan pekeriaan yang terdiri dari pemantapan rencana kerja dan

pola pelaksanaan pekerjaan, pengumpulan data dan informasi'

2. Surveilapangan

Survei lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang

bersifat data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data

yang diperoleh dari instansi/OPD/badan terkait, baik pemerintakr maupun

swasta, sedangkan data primer diperoleh dari kegiatan survei langsung di

lapangan.

3. Analisis Data I Kaiian tentang Potensi Pengembangan Penanaman

Modal di KabuPaten Karo

Kajian dan analisis dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor

potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Karo, dan selanjutnya akan

didorong meniadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk

dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal iangka paniang.

4. Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal

Il{CA.}dA &4UM filAFtA&.1&N 0t}At
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Ferumusan Rencana lJrnum Fenanaman Modal meliputi re*Cana urnuill,

program dan kegiatan Fengembangan, rencana keterpaduan dengan

rlokurnen RTRIq/, rencana promosi, dan rencana pengawasan I

pengendalian kegiatan Fenanaman m*dal'

5. Diskusi

Agar konsep dan Rencana Urnum Penanaman Modal Kabrupaten Karo dapat

disusun dengan sernpurna, maka forurn diskusi adalah cara yang baik

untuk mendapatkan masukan, Saran dan transf'er pengetahuan'

sedangkan lingkup substansi terdiri atas 4 (empat] tahapan, yaitu;

1. ?e*yiapan Naskah Akademis. Pelaksanaan Kajian Akademis diiakukan

dengan kajian potensi pengembangan penanaman modal di Katrupaten Karo'

Kajian dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektar potensial yang

dimiliki oleh Kabupaten Karo dan selaniutnya akan didorong meniadi sektor

prioritas / unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan

penanarnan rnodal rlalam jangka panjang. Selanjutnya, harus dicek apakah

Pemerintah Kabupaten KarCI telah mempunyai sektor unggulan / priaritas

dan telah ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait sebagai sektor

unggulan / prioritas daerah fsebagai contoh: Pertanian, Peta Panduan

[Roadmap] Industri unggulan Prioritas, atau Peta Panduan {Rcadmap}

Industri Kompetensi inti DaerahJ, Pemerintah Daerah dapat menggunakan

sektor unggulan / priaritas dimaksud guna selanjutnya dibahas pada tahap

lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor

unggulan I prioritas yang akan fokus riikembangkan melalui kegiatan

penanaman mcdal di Kabupaten Karo. Kemudian, dilakukan identifikasi isu-

isu strategis yang berkaitan dengan pemtrangunan penanaman modal di

tingkat provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo, sebagai bahan analisis

potensi dan identifikasi hambatan f permasalahan'

2. Pembahasan. Dalam tahapan pembahasan dilakukan dengan

memperhatikan kondisi dan isu strategis serta memperhatikan draft

Rencana Tara Ruang wilayah (RTRWJ Kabupaten Karo tahun 2*16-2036

karena RUPMK bersifat rencana iangka panjang yan8 menuntut adanya

konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus, dan berkelanjutan.

Kansep RUpMK dibahas melalui rapat koordinasi dan konsultasi publikrttlii

publik dengan instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang

trerkepentingan di bidang penanaman modal serta dikoordinasikan oleh

fNC&$& Sr1{jM trt"lANdtHAN O$At
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instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman moc

di Kabupaten Karo'

3. ?enyiapan Rumusan RUPIVT Kabupaten Karo. Sebagai perumusan naskah

RUPM Kabupaten Karc, RUPM beserta naskahnya, clengan sukrstansi *sutline

sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

, Bab I pendahuluan, memuat Latar Belakang [Dasar Hukum, Maksud dan

Tujuan, sasaran, Ruang Lingkup, Masukan, Keluaran] dan sistematika

Penulisan.

. Bab II Potensi dan Realitas, memuat Potensi dan Kontiisi llmurn

Penanaman Modal Kabupaten Karo, Kontribusi Penanaman Modal hagi

Pembangunan Kabupaten Karo (Ekonomi dan sosial Budaya], Kondisi

Kelembagaan Penanaman Modal di Katrupaten Karo, dan Isu strategis

Terkait Penanarnan Modal di Wilayah Kabupaten Karo'

. Bab III Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal, memuat Visi

dan Misi.

r Bab IV Arah Kebiiakan Penanaman Modal Kabupaten Karo, memuat

gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelengaraan

penanaman modal berdasarkan hasil anaiisa data dengan mengacu

kepada 7 {tujuhj arah kebilakan penanaman rnodal dalam RUPM.

. Bab V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang,

memuat Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait

proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungatr

sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan

kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo] dan sintesis

hasil analisa [butir-butir dasar arahan skenarioJ

. Bab VI Kebiiakan dan Strategi Penanaman Modal Kabupaten Karo,

memuat kebijakan dan strategi penanaman modal Kabupaten Karo yang

disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan sebagaimana yang telah diiabarkan pada bab sebelumnya.

. Bab VII Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungar Bidang

Penanaman Modal Pada Pembangunar Kabupaten Karo, memuat

target penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Kakrupaten Karo

hingga tahun 2075.

. Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penyusunan Rencana

Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo'

ft'JcAl,lA fifrue/i rt*&hlAI*At{ st}At
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P."yl"W, Drafi Rancangan Peraturan Bu,pati Kabapoten I{aro tentang

EUPTU Kabupaten Karo. Selanjutnya, dalam rangka perumusan naskah

RUPMK sebagai lampiran yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati

Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo menyusun naskah dimaksud

menggunakan referensi aaskah akademis tersebut. Naskah RUPMK terdiri

dari:

. Bab I Pendatruluan;

. Bab II Asas dan Tujuan;

. Bab III Visi dan Misi;

, Bab IVArah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karo;

, Bab V Peta Panduan {Roadmap} Implementasi RUPMK;

. BabVlPelaksanaan;

. Lampiran: Peta Panduan (Roadmap] dan Rencana Realisasi Proyek

f; tH CA lt* lJitUil r fi ilA!* Ai'tA t{,t't{}$At
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Peraturan perundang-undangan yang diiadikan dasar/landasan untuk

pekerjaan penyusunan Rencana umum Penananman Modal Kabupaten Karo

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel1.1

Dasar Hulimm Rencana umum Penanaman Modal Kabupaten Karo

Alur kerangka pikir dalam kegiatan Penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal {RUPM] di Kabupaten Karo ini dapat dilihat pada diagram

dibawah ini.

B f t{ CANA l}[nUM rS], Af'aAi*AF{ ffi On*t
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Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo

Latar Belakang

Latar belakang dari kegiatan Rencana umum Penanaman Modal Kabupaten Karo:

r RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral

terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan

dikembangkan dan diprornosikan melalui kegiatan penanaman madal.

o Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 elemen utama merupakan langkah strategis

r peta panduan lmplementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang

berisikan rencana aksi dalarn rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 {empatJ fase

Sasaaan

1. Teridentifikasinya kondisi umum dan isu

strategis penanaman modal di Kabupaten

Karo;

2. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan

sasaran penanaman modal di Kabupaten

Karo;
3. Terumuskannya strategi dan kebijakan

penanaman modal di Kabupaten Karo'

Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan jasa

konsultansi Pembuatan Rencana Umum

Penananaman Modal disebutkan untuk

menyiapkan suatu dokumen perencanaan

berupa Rencana Umum Penanaman Modal di

Kabupaten Karo sebagai dasar pedoman, arah

kebijakan, dan kerangka acuan

pengembangan investasi di Kabupaten Karo

sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Data

Data Primer dan Data Sekunder

{RTRW, RPJMD,dII}

Analisa

lndikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan

Peluang dikaitkan dengan 3 aspek pendekatan,

yaitu aspek demand, supply, dan service ares

Hasil Perencanaan

Tersusunnya Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten Karo

Gambar 1.1

Diagram Kerangka Pikir
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Konsepsi dasar dari penyusunan RUPM Kabupaten Karo ini memiliki

beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Koordinasi

Penanaman Modal {BKPM} Republik Indonesia nomor 9 tahun ?OaZ'

Terdiri atas penyusunan naskah akademih pembahasan, dan penyusunan

rancargan peraturan bupati tentang RUPM Kabupaten Karo, dan kemudian

Karo

up RUPM Perbup

Kabupaten Karo Kabupaten
Karoqn#Shasan

irmusan Naskah
AkademisRUPM
Kabupaten Karo

hskah
Akademis
RUPM
Kabupaten
Karo

Gambar2,t
Konsepsi DasarPenyusunan RUPM Kabupaten Karo

Asas Penanarnan Modal di Kabupaten Karo dalam upaya meilgembangkan

arah kebijakan penanaman modal adalah sebagain berikut :

1. Asas Keterbukaan;

7, Asas Akuntabiitas;

x EFrcAl{ A uiiuff r [fi At{AAtAl{ }ito0At
IASUrAIrH IAt* IA]tul,t ]01 ?-tc3$

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Karo.
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3. Asas Non Diskriminasi;

4. Asas Kepastian Hukum;

5. Asas Kebersamaan;

6. Asas Efisiensi;

7. Asas Berkelaniutan;

B. Asas Berwawasan Lingkungan;

9. Kemandirian;

10. Asas Keseimbangan Kemaiuan dan Kesatuan Ekonomi'

Berdasarkan aturan Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk

mengernbangkan arah kebijakan penanaman modal di Kahupaten Karo

berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas

kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelaniutan, asas

berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemaiuan

dan kesatuan ekoncmi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai

clasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu :

a. Meningkatakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

b. Menciptakan laPangan kerja;

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelaniutan dan berwawasan

lingkungan;

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

e. Meningkatkan kapasitas dan kernampuanteknologi daerah;

f. Mendorong pengemhangan ekonomi keralryatan;

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakal

ii El+ cA I'lA ii lc1{ri& )' {HAHAM AH
KABUTAYTH XABO TA}tt'T'I ?O}
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Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau

pemtlentukan modal, merupakan kcmponen kedua yang menentukan tingkat

pengeluaran agregal Tabungan dari sekfor rumah tangga melalui institusi-

intitusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha

menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran

tersebut dinamakan investasi.

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk

membeli barang-trarang modal dan perlengkapan produksi yang akan

menarnbah kemampuan memprcduksi barang dan jasa yang tersedia dalam

perekonomian.

Investasi pada hakikatnya merupakan aktivitas penempatan sejurnlah dana

yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa

mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu:

1J Investasi padafnancial essets, dilakukan di pasar uang, misalnya berupa

sertifikat deposito, commercisl paper, surat berharga pasar uang, dan

lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi,

waran, opsi, dan lainnya

2J Investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk pembelian assets

produktif, pendirian pabri\ pembukaan industri, dan pembukaan

perkebunan.

Artinya, investasi menjadi komponen penting dalam konteks ekonomi

makro Kabupaten Karo, sebab aktivitasnya yang mampu mengakumulasi modal,

penambahan stock gedung, dan peralatan lainnya, berdampak pada peningkatan

cutput potensial Kabupaten Karo dan merangsang pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Peningkatan PDRB perkapita, peluang peningkatan penyerapan

tenaga kerja, merupakan salah satu dari banyak manfaat penanaman modal yang

sehat.
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Namun investasi yang tidak sehat dapat berdampak negatif terhadap

ekonomi makro nasional, regional, maupun lokal, beberapa investasi yang tidak

sehat adalah;

1j Tlte Lsw af C*pital Accumul*tions, investasi yang mengakuisisi

"rnemakan" perusahaan kecil yang dalam jangka panjang mampu

menciptakan iklim pasar yang tidak kompetitif.

ZJ Aglomerasi atau prases konglomerasi dari hulu sampai hilir yang dalam

jangka panjang mampu menciptakan iklirn pasar mcnopoli dengan

peningkatan penguatan akuisisi sumberdaya produksinya

3j Privatisasi BUMN & BUMD, yaitu aktivitas yang menyerupai The Law of

Capital Accumulatians, atau investasi yang mengakuisisi "memakan"

perusahaan kecil yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim

pasar yang tidak kompetitif, dalam hal ini yang diakuisisi adalah BUMN

atau BUMD yang dibangun oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dengan pendekatan pasar persaingan sempurna, praktek investasi yang

tidak sehat berpctensi terjadi dimana-dimana, dampak terl:urukn3ra dari

kegiatan inr.estasi yang tidak sehat adalah, adanya ketergantungan ekonomi

terhaciap aktivitas penanaman modal, dimana investasi berubah menjadi Price

M sker bukan mekanisme pasar.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana crganisasi harus dibawa

agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Yisi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah

penting daiam perjaianan organisasi.

Visi adalah suatu pedoman dan pend*r*ng crganisasi untuk mencapai

tujuar: dalam rangk* melaksan*k-an perntrangu*a:1, dan Visi s*rara ulrtiltlt

merupakan per*yataa:r ciaiam r:le*jawab permasalahan yang riirasaka* cl-'!r

Organisasi Perangkat Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1- ayat i13i UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]. Misi merupakan

pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatn

daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan

diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi,

keiompak masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat dipercleh,

*ru{&il& [4Ll&1 fiS&fqAf*AS{ **S.t
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Kabupaten Karo memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai

salah satu daerah yang baru berkembang di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten

Karo diarahkan menjadi daerah pertanian, pariwisata dan energi untuk

clieksploitasi cleh investor, untuk itu Pemerintah Kabupaten Karo harus jeli

terhadap peluang-peluang yang acla dalam menarik minat investor. Peningkatan

claya saing daerah dalam menarik investor merupakan kunci utama

mewujudkan Kabupaten Kara setragai tujuan utama untukberinvestasi bagi para

investor sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Karo terpillh 2fiL6-?AZL,

yakni "Terwujudnya Masyarakat Seiahtera ysn{, Berd*ya S*ing dan

Berkat'akter dengon l*Ieniuniung Tinggi Nilaf-Nilai Budaya Kar*",

Berdasarkan visi diatas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut:

e Seiahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir

dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalarn menjalani

kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, menurunnya

tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks pemerataan pendapatan,

dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba'

. Berdaya Saing adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait

pencapaian misi pemtrangunan daerah.

r Berkarakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai trerdasarkan

norma agama, ketrudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika.

r Nilai-Nilai Budaya Karo adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek

moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan [merga si]ima, rakut sitelu,

tutur siwaluh], musyawarah [rungguJ untuk terwuiudnya ketentraman

batin {sangap, ertuah bayak, mejuah-jua}rJ'

Dalam rangka mewujudkan rrisi, maka disusun misi yaitu rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. blisi

disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi

rnerupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktar-faktor lingkungan

strategis, baik eksternal clan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah' Misi

disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai perwujudan visi'
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Berdasarkan gambaran misi yang demikian, misi kepala daerah dan

lalumakna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan,

meneriemahkannya ke claiam lima misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas surnber daya manusia yang trerkarakter dan

menjunjung tinggi nilai budaYa.

Dituiukan untuk mewuiudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdLs, religius,

produktif d*n berd*ya saing melalui pengembangan p*tensi lsksl serta

berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi'

Misi 2: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang

berwawasan lingkungan'

Melalui pembangunun sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara

efesien dan efektif dituiukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan

pemerataan perekanamian daerah serta memiliki daya saing gunil mefipercepat

p eningk* t*n ke s ei ahtersfln rnasy arakat.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur unfuk mendorang

pertumbuhan perekoncmian daerah.

Dituiukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta

konektivitas wilayah guna mengakselerasi percepatun dan perluasan

pembangunan ekonami berbasis potensi agribisnis dan pariwisata serta

rneningkatkan daya saing dsersh dengan prinsip pembangunan llsrkelaniutan

{su sta inobl e d ev el ap m ent) ".

Misi 4: Membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif

melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih {gaad

gCIvernance and clean government).

Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggarzan pemerintahan daeruh

ysng efektil eSsien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelay*nan pullik.

Serta mewujudkan pemerintahan Kabupaten Karo yfrng bersih,

bertanggungjawab {profesional}, taat asas {peratur*n dan perundangan} dan

responsif.

Misi 5: Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi [KIS] dalarn

Penyelenggaraan Penanggulangan B encana.

Ditujukan untuk meningkatkan penanganan pencnggulangan bencana melslui

koardinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi

kedslam kebijak*n daer*|l sertc sinkronisasi program pus$t dun dser*h, dengan

TFiCANA Jl.lU'd *'.{AI{AMAN OilAT
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ietihatk$n percn serts m1q/srskat d*lam kesiapsiagaan antisip*si d*mpakyang

terjadi.

3.1. YISI DINAS PENANAMAN MGI}AL FAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO TAHUN ZO19 -2O25,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Fintu

{DPMPTST] Kabupaten Karo sebagai dinas pelaksana yang menyeienggarkan

kegiatan di wilayah penanaman modal dan perijinan menjabarkan tujuan dan

sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Karo melalui suatu

visi dan misi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk

mencapai tujuan clalam rangka melaksanakan pembangunan' dan Visi secara

umum merupakan pernyataan rialam menjawab permasalahan yang dirasakan

oleh Organisasi Perangkat Daerah.

pemerintah Kabupaten Karo untuk menjangkau keberhasilan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pemtlangunan

bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut:

"TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANC KONDUSIF UNTUK MENDORONG

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, II{ANDIRI,

DAN BERDAYA SAING"

3,?,, MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PETAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU TINTU KABUFATEN KARO TAHUN 2019 - 2T}25

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan unil:k mewufudkan visi" Rumusan misi yang baik membantu lebih

jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa

yang harus dilakukan. Daiam suatu dokurnen perencanaan, rumusan misi

meniadi penting untuk memberikan kerangka bagi tuiuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin clicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi.

Misi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpariu Satu Pintu Kabupaten Karo dalarn menunjang pelaksanaan Visi terselrut

adalah sebagai berikut, Yaitu:

i,. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan melalui

Teknologi [lTJ.

Z. Merumuskan kebiiakan yang mendorong pertumbuhan investasi'

3. Meningkatkan pelayanan prima melalui DPMPTSP'

rNCAN& i\&l,.,M fN&F}&fllAN 0l}Ai'
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Meningkatkau kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] kearah aparatur

yang professicnal, juiur, dan akuntabel.

5. Meningkatkan inf*rmasi Investasi yang akurat'

E. Mendorong terr,rujucinya iklim investasi yang tebih kandusif dan

peningkatan Peluang investasi.

Perumusan tuiuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

langka menengah daerah yang selanjufnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan'

Perumusan tujuan rian sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan

kebijakan Q:olicy planning) yang memilil<r critical paint dalam penyusunan

RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak

dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran,

maka arah kebiiakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam

operasionalisasinYa.

Tgjuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk tnencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu

strategis penanaman modal dan permasalahan pembangunan daerah' Rumusan

tuiuan dan sasaran merupakan dasar dalam menjrusun pilihan-pilihan strategi

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut' Perumusan

tujuan Penanarnan Modal Kabupaten Karo Tahun Z8L9-2OZS dan

keterkaitannya dengan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun ?A19-2A25

disajikan pada tabel berikut:

Tabel3.1
Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten l(aro

IT danMengembangkan Sistem Informasi

Pelayanan Perijinan melalui Teknologi

(trl.

Merumuskan kebijakan Yarg

mendorong pertumbuhan investasi'

Peningkatan

sumber energi.

Membangun sistem irfsrmasi dan

promosi yang efektif serra berbasis

teknologi dan peningkatan kegiatan

pr*mosi yang berskala luas.

Menstimulasi peningkatan kapasitas dan

kapabilitas UMKMK. Pembentukan

BUMD sebagai agen Perrumbuhan

ekonomi.

filAl\,1 4tu1 AI'{ fiS&t
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Meningkatkan PelaYanan Prima 3.1

melaluiDPMPTSP

3.2

Meningkatkan kualitas Sumber Daya 4.1

Manusia ISDM] kearah aparatur yang

professional, lujur, dan akuntabel.

Meningkatkan informasi Investasi yang 5'1

akurat

5.2

Mendorong terwu juclnYa iklim 6.L

investasi yang lebih kondusif dan

peningkatan Peluang inYestasi'

6.2

Meningkatkan lr{ilai Tamtrah melalui

Peraturan dan Aturan Yang

memperm udah investasi.

Menjaga daya dukung dan daYa

tampung lingkungan dari aktivitas

Menciptakan SDM Profesional dalam

mendukung jaminan berusaha serta

keamanan berinvestasi,

Menyusun data base informasi potensi

dan peluang investasi di Kabupaten

Karo.

Meningkatkan minat investor terhadap

profil dan kineria UMKMK

Menciptakan Iklim Penanaman Modal

yang Produktif & BerdaYa Saing'

Meningkatkan daYa tarik dan minat

investasi di KabuPaten Karo

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

cliformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam iangka waktu yang telah ditetapkan'

Berclasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka

clirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat

dikelola pencapaiannya, Hasil perumusan sasaran penanaman modal Kabupaten

Karo Tahun 201-9-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3'?
Keterkaitan Visi, Misi, Tuiuan, Sasaran, Penanaman Modal

Kabupaten Kara 2019 -2,fi25

Visi : Terciptanya lklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing

Mengembangkan

Sistem lnformasi

Pelayanan

Periiinan melalui

Teknologi [TJ.

1.1 Peningkatan

infrastruktur IT dan

sumber energi.

1.1.1 Tersebarnya Upaya Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana infrastruktur Yang

Iayak dan ProPorsional'

CMCANA MUM trNASAM&N C*&I,
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Merumuskan ?.1

kebijakan yang

mendorong

pertumbuhan

investasi.

Meningkatkan 3.L

pelayanan prima

melalui DFMPTSP

Membangun sistem

informasi dan

promosi yang efektif

serta berbasis

teknologi dan

peningkatan kegiatan

promosi yang

berskala luas.

Menstimulasi

peningkatan

kapasitas dan

kapalrilitas UMKMK

Pembentukan BUMD

sebagai agen

pertumbuhan

ekonomi

Meningkatkan Nilai

Tambah melalui

Peraturan dan Aturan

yang mempermudah

investasi.

3.2 Menjaga daYa dukung

dan daya tamPung

lingkungan dari

aktivitas investasi,

4.1 Menciptakan SDM

Profesional dalam

mendukung jaminan

L,2.1 TersedianYa materi Promosi

investasi Yang uPdate, holistih

tematik, sPasial, dan

komprehensif.

2.L.1, Meningkatnya aksessibilitas

UMKMK terhadaP sistetn

produksi Penanam mcdal Yang

berdaYa saing.

2.2.1 TerlembagakannYa Profil dan

Kineria BUMD sebagai materi

bargaining denga* Investor'

3.1.1 TerintegrasikannYaantara

Pemberian kemudahan, fasilitas,

dan insentif bagi Penanam madal

IPP 45 Tahua 20SSi dengan arah

kebijakan RPIPD, RPJMD, dan

Renstra {Permendagri 54 Tahun

2010J dalam kerangka ekonomi

makro daerah.

3.1.2 Meningkatnya efisiensi periiinan

dari aspek waktu,lembaga Yang

melayani, biaYa, Persyaratan.

3.2.1 MeningkatnYa kaPasitas dan

kapabilitas lembaga Yang

berwenang dalam memitigasi,

mengendalikan, memulihkan,

daya dukung dan daYa tampurg

lingkungan akibat aktivitas

investasi.

4.1.1 MeningkatnYa efektivitas

koordinasi antara SKPD dalam

hal Perencanaan, Felaksanaan &

1.2

2.2

Meningkatkan

kualitas Sumber

Daya Manusia

*NC&ftA MU,1e IF{AltlA$&4ft, fiDAt
!(A8Ur&IaN KAft* I&itl.!# t*i ?-?s:s III-8
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[SDM] kearah

aparatur yang

professional, juiur,

dan akuntabel.

Meningkatkan 5.1

informasi

Investasi yang

akurat

berusaha serta

keamanan

berinvestasi.

Menyusun data base

informasi potensi dan

peluang investasi di

Kabupaten Karo.

Pengawasan Penanaman Modal'

5.1.1 Tersedianya data dan informasi

potensi daerah secara

komprehensif dan rinci.

5.7.2 TerbangunnYaMedia

Komunikasi antara Penanam

Modal dengan Pemerintah

Kabupaten Karo melalui Forum

Penanam Modal [InvestorJ

dalam menyusun kebiiakan

penanganan damPak kebiiakan

makro

5.2.7 TerintegrasinYaUMKMK

kedalam Sistem Produksi

penanam modal.

6.1.1 Meningkatnya KaPasitas

Lembaga & Kelemhagaan

Penanaman Modal Dalam

Menegakkan Hukum.

6.2.L TerpetakannYa kebijakan

pemerintah KahuPaten Karn

dalam mengel*la Pangan,

I nfrastruktur, Pariwisata dan

Energi yang bisa

mengakomodasi kePentingan

PMA, PMDN, UMKMK,

Mendorong

terwufudnya iklim

investasi yang

lebih kondusif dan

peningkatan

peluang investasi.

Meningkatkan minat

investor terhadap

profil dan kineria

UMKMK

Menciptakan Iklim

Penanaman Modal

yang Produktif &

Berdaya Saing.

Meningkatkan daya

tarik dan minat

investasi di

Kabupaten Karo

5.2

6.1

6.2

Sumber : Hasii AnaIlsts, Tahun 2A 1 9

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu

Kabupaten Karo merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang meniadi

kewenangan Daerah, yang memiliki tugas dalam memtlantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

rHC,&NA {'A{JNi TNANAMAiI OSA(
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Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada kabupaten. Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo adalah:

fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

satu Pintu, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

L. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Z. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal,

membawahkan:

1-. Seksi Perencanaan Pengernbangan Penanaman Modal;

7,. Seksi Deregulasi;

3. Seksi Promcsi Penanaman Modal;

d. Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Stanclarisasi, memhawahkan:

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

Z. Seksi Informasi dan Pengaduan;

3" Seksi Standarisasi;

e. Bidang Pengalahan Data, Teknologi Informasi, membawahkan:

1. Seksi Pengoiahan Data;

Z. Seksi Teknologi Informasi;

3. Seksi Dokumentasi.

f. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;

Z. Seksi Pelayanan Perijinan Non usaha;

3. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Madal Usaha;

g. UPT Dinas;

h. Kelompok |abatan Fungsional.
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INFORMASI

SF,KSI PEHGOLAHAN

DATA
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Gambar3.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
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